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Saputra, Danu Yogi. Kekuatan Hukum Pembuktian Fotocopi Surat Atau Alat Bukti 
Tertulis Dalam Perkara Perdata. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Pembuktian dalam proses peradilan perdata merupakan kebenaran yang dicari 
dan diwujudkan hakim. Ada kalanya para pihak yang mengajukan bukti surat berupa 
fotokopi, namun sudah tidak memiliki surat aslinya lagi sehingga tidak dapat 
dicocokkan dengan surat aslinya di Persidangan. Hal ini menjadi suatu pertanyaan 
apakah fotokopi surat dapat diterima di dalam perkara perdata dan apabila fotokopi 
tersebut dapat diterima bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan hukum pembuktian 
fotokopi surat atau alat bukti tertulis dalam perkara perdata dan mengkaji dasar hukum 
pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi surat atau alat bukti tertulis 
pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/ PN Bbs. Jenis penelitian adalah penelitian 
kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber 
data utama penelitian adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan secara deduktif dianalisa 
dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Fotokopi surat atau alat bukti tertulis 
dalam perkara perdata dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan 
dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan fotokopi surat 
yang tidak dicocokan dengan surat aslinya dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, 
maka bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima. Namun jika kemudian fotokopi 
tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang relevan, baik berupa pengakuan pihak 
lawan atau kesaksian, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti 
yang sah dan penilaian terhadap fotokopi surat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada 
hakim yang memeriksa perkara. 2) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam 
pemeriksaan alat bukti fotokopi surat pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs yaitu 
Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa 
fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak 
dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Saputra, Danu Yogi. Legal Strengths of Proof of Photocopies of Letters or Written 
Evidence in a Civil Case. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, 
Tegal Pancasakti University. 2019. 
Proof in the civil court process is the truth sought and realized by the judge. 
There are times when parties who submit evidence in the form of photocopies, but no 
longer have the original letter so that it cannot be matched with the original letter at the 
Trial. This becomes a question whether a photocopy of a letter can be accepted in a civil 
case and if the photocopy is acceptable how is the strength of the evidence. 
This study aims to describe the legal strength of proof of photocopies of letters 
or written evidence in civil cases and examine the legal basis for judges' consideration 
in examining photocopy of letters or written evidence in decision number 
23/Pdt.G/2018/PN Bbs. This type of research is library research with a normative legal 
research approach. The main data source of research is secondary data with the method 
of collecting literature and document study data. Data analysis method is deductively 
analyzed using qualitative normative methods. 
The results of the study concluded that 1) A photocopy of a letter or written 
evidence in a civil case can be accepted if the photocopy of the letter has been matched 
to the original or by an official declared to have been in accordance with the original 
and has the strength of evidence that is perfect and binding. While photocopies of letters 
that are not matched with the original and are not corroborated with other evidence, the 
photocopy of the evidence cannot be accepted. However, if the photocopy is then 
corroborated with other relevant evidence, whether in the form of recognition of the 
opposing party or testimony, then the photocopy of the letter can be accepted as valid 
evidence and the assessment of the photocopy of the letter is fully submitted to the judge 
examining the case. 2) The legal basis for judges' consideration in examining photocopy 
of letter evidence in Decision Number 23/Pdt.G/2018/PN Bbs namely the Jurisprudence 
of the Supreme Court in MA Decision No. 3609 K/Pdt/ 1985 that a photocopy of a 
letter/document that can never be shown in its original form, cannot be considered as 
evidence of a letter according to the Civil Procedure Code. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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 Semua kebenaran di dunia ini harus melewati tiga langkah. Pertama ditertawakan, 
kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. 
(Arthur Schopenhauer) 
 Bukan dengan kata-kata kita melawan semua hujatan, tapi dengan pembuktian. 
(Agnes Davonar)  
 Tuhan memberikan karunia berupa kehidupan. Selanjutnya berikan diri kita hadiah 
berupa hidup dengan baik. (Voltaire) 
 Seorang optimis memandang pada bunga mawar saja, bukan pada durinya, seorang 
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A. Latar Belakang Masalah  
Suatu perkara perdata, alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting 
sebagai pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Hukum pembuktian 
perkara perdata adalah bagian penting dari hukum acara perdata. Hukum acara 
perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian 
perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya 
gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.1 Pembuktian 
dalam proses peradilan perdata merupakan kebenaran yang dicari dan diwujudkan 
hakim. 
Pembuktian perkara perdata sangat penting sehingga penilaian hakim 
terhadap alat bukti, berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat 
bukti yang diajukan. Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para 
pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan 
kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk 
melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang 
bersangkutan.2 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan 
pada Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti 
                                               
1 Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 1. 
2 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498. 
  
2 
dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.3 Alat bukti 
dalam proses pembuktian menyatakan penyebutan alat bukti secara berurutan bukan 
hanya sekedar tata cara penulisan tetapi menunjukkan bahwa pembuktian dalam 
hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti 
tulisan atau keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata 
diutamakan pada alat bukti tulisan keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-
hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya karena pada prinsipnya semua 
alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian. 
Kedudukan alat bukti tulisan tersebut, oleh M. Yahya Harahap, dijelaskan 
bahwa, pada Pasal 1866 KUHPerdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan 
(schrifftelijke bewijs, written evidence). Ada pula yang menyebut alat bukti surat. 
Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan 
paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, semua 
tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja 
dibuat untuk itu.4 
Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan 
untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian.5 
Surat terdiri dari surat akta dan surat bukan akta. Surat akta terdiri atas akta otentik 
dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua 
                                               
3 Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2002, hlm. 475. 
4 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hlm. 559. 
5 Nasir, Muhammad, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 150. 
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belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari 
padanya (Pasal 165 HIR), sedangkan akta-akta lainnya, yang bukan merupakan akta 
otentik, dinamakan akta di bawah tangan.6 
Alat bukti surat yang digunakan penggugat dalam tuntutannya tentu saja 
memiliki kekuatan yuridis. Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan 
penuh kecermatan dan kesaksamaan, sehingga penilaian atas kekuatan alat bukti 
surat hanya dilakukan oleh hakim. Kekuatan pembuktian bukti surat tersebut ada 
pada aslinya, untuk itu setiap salinan atau fotokopi yang dimajukan ke persidangan 
harus dapat dicocokkan dengan aslinya. 
Fotokopi jika dibandingkan dengan salinan, hampir tidak ada bedanya. Akan 
tetapi penilaian dan penghargaan yang diberikan hukum pembuktian kepada salinan 
jauh lebih tinggi dibanding dengan fotokopi, hal ini diakomodir oleh Pasal 1889 
KUHPerdata dan Pasal 302 Rbg. Sebaliknya, belum ada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengakomodir penilaian terhadap fotokopi. Akan tetapi 
dipersidangan, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan surat aslinya 
adalah dengan mencocokkan bukti fotokopi tersebut dengan surat aslinya.7 Sudikno 
Mertokusumo yang menyimpulkan dari Putusan MA No. 701 K/Sip/1974 juga 
mengemukakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi 
itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata 
bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.8 
                                               
6 Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 26. 
7 Ibid., hlm. 622. 




Beberapa yurisprudensi mengenai pengajuan fotokopi surat di persidangan, 
antara lain Putusan No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 bahwa fotokopi 
dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai “keterangan atau 
dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi 
tersebut sama dengan aslinya”.9 Terkat dengan alat bukti fotokopi surat terdapat 
juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 
September 1998, yang menyatakan bahwa fotocopy suatu surat diserahkan oleh 
salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat 
bukti surat. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk 
disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan 
saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat 
tersebut menurut hukum pembuktian acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai 
alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan.10 
Masyarakat sekarang sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang 
menimbulkan akibat hukum. Masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan 
hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda 
terikatnya para pihak. Alat bukti tertulis yang digunakan dapat dibuat melalui 
pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris atau melalui akta di bawah tangan. 
Alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak menunjukkan adanya kesadaran 
masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Arah pemikiran masyarakat yang sudah 
semakin maju dalam penggunaan alat bukti tertulis akan mempermudah 
                                               
9  Boediarto, M. Ali, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara 
Perdata Masa Setengah Abad, Jakarta: Swara Justisia, 2005, hlm. 149. 
10  Ibid., hlm. 152. 
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penyelesaian sengketa apabila dalam perikatan yang telah disepakati terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan atau wanprestasi. 
Akan tetapi, ada kalanya para pihak yang mengajukan bukti surat, sudah 
tidak memiliki atau menguasai surat aslinya lagi sehingga salinan atau fotokopi 
suratnya tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di Persidangan. Hal ini 
menjadi suatu pertanyaan apakah fotokopi surat dapat diterima di dalam perkara 
perdata dan apabila fotokopi tersebut dapat diterima bagaimanakah kekuatan 
pembuktiannya, seperti yang terjadi pada kasus perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN 
Bbs, antara Karisah sebagai Penggugat lawan Tasli sebagai Tergugat I dan Makripin 
sebagai Tergugat II. Penggugat telah mengajukan gugatan bahwa Tergugat I dan 
Tergugat II adalah sepasang suami istri, dimana Penggugat telah meminjamkan 
sejumlah uang kepada Tergugat I secara bertahap dengan total keseluruhan 
sejumlah Rp. 191.000.000,- ( seratus sembilan puluh satu juta rupiah).  
Berhubung Tergugat I telah lalai (wanprestasi) dalam pengembalian uang 
dimaksud maka adalah patut menurut hukum agar Tergugat I dihukum untuk 
menyerahkan kepada Penggugat berupa uang yang telah diserahkan Penggugat 
kepada Tergugat I sebagai sebagai hutang sebesar Rp.191.000.000,- ( seratus 
sembilan puluh satu juta rupiah). Surat-surat berupa kwitansi maupun perjanjian 
antara Penggugat dengan Tergugat I adalah dibuat berdasarkan prosedur yang 
dibenarkan oleh Undang-Undang dimana adalah merupakan kesepakatan kedua 
belah pihak maka patut menurut hukum dinyatakan syah dan berkekuatan hukum. 
Namun di persidangan, Penggugat hanya mengajukan beberapa bukti-bukti 
surat dalam bentuk fotokopi, antara lain: 
  
6 
1. Foto copy kartu keluarga No. 3329132403140006, Nama Kepala Keluarga 
MAKRIPIN RT. 001 RW. 004 Desa Kemurang Kulon Kec. Tanjung Kab. 
Brebes dikeluarkan tanggal 24-03.2014 (bukti P-1); 
2. Foto copy kwitansi tertanggal 23 Agustus 2017 Penyerahan uang sebesar 
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I 
(bukti P-2); 
3. Foto copy kwitansi tertanggal 27 Januari 2018 Penyerahan uang sebesar 
Rp.5.500.000,- (lima jutalima ratus ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat 
I (bukti P-3); 
4. Foto copy kwitansi tertanggal 18 Mei 2018 Penyerahan uang sebesar 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I 
(bukti P-4); 
5. Fotocopy sertifikat hak milik No. 01335 atas nama Tasli seluas 214 M².11 
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai 
dengan aslinya, kecuali bukti P1, P-2, P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi 
tanpa diperlihatkan aslinya. Adanya permasalahan mengenai apakah fotokopi surat 
dapat diterima dalam perkara perdata dan bagaimana kekuatan pembuktiannya, baik 
dari pendapat sarjana maupun pendapat Mahkamah Agung, maka akan dibahas 
lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.  
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis akan membahas mengenai 
kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat 
aslinya (copy dari copy), baik yang tidak didukung dengan alat bukti lain maupun 
                                               
11  Pengadilan Negeri Brebes, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs., hlm. 8. 
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yang didukung dengan alat bukti lain dalam bentuk skripsi dengan judul “Kekuatan 
Hukum Pembuktian Fotokopi Surat atau Alat Bukti Tertulis dalam Perkara 
Perdata”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 
maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini dalam dua pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian fotokopi surat atau alat bukti tertulis 
dalam perkara perdata? 
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi 
surat atau alat bukti tertulis pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan kekuatan hukum pembuktian fotokopi surat atau alat 
bukti tertulis dalam perkara perdata. 
2. Untuk mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat 
bukti fotokopi surat atau alat bukti tertulis pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/ 
PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari secara teoritis maupun 
dari segi praktis.  
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1. Secara teoritis, sebagai referensi dan informasi pengetahuan di fakultas hukum 
dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan 
kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan 
berkembang khususnya terkait dengan hukum pembuktian fotokopi surat.  
2. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pengetahuan pemahaman kepada 
masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang akan atau sering mengadakan 
perjanjian diperlukan akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan 
bukan sekedar fotokopi atau fotokopi yang dapat dibuktikan dengan alat bukti 
lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika 
salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi.  
E. Tinjauan Pustaka  
Kusmiati, N. Ike (2011) Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara 
Pemeriksaan Tersangka Yang Dijadikan Alat Bukti. Jurnal Yudisial, Vol. 4, No. 1 
(2011). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan pembuktian surat 
berita acara pemeriksaan tersangka yang dijadikan alat bukti dalam putusan nomor 
06/Pdt/2001/PN Ciamis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pembuktian dan bukti dalam kasus 
perdata sangat penting semenjak para pihak harus membuktikan dari perselisihan 
yang muncul. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa siapun yang memiliki hak 
atas sesuatu maka dia harus membuktikannya. Ada beberapa macam alat bukti yang 
akan mengukur kekuatan pembuktiannya misalnya, bukti tertulis, saksi, pengakuan, 
dan sumpah. Namun dalam prakteknya selalu muncul persoalan. Surat berita acara 
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pemeriksaan tersangka telah digunakan hakim sebagai bukti sebagaimana dalam 
putusan nomor 06/Pdt/2001/PN.Ciamis. Dalam tulisan ini dianalisa bahwa berita 
acara pemeriksaan sebagai bukti permulaan, oleh sebab itu dibutuhkan bukti lain 
yang dapat menyakinkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 164 HIR dan terkiat 
dengan pasal 165 HIR.  
Juanda, Enju (2016) Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut 
Hukum Positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 1 (2016). 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif 
untuk mendeskripsikan kekuatan alat bukti dalam perkara perdata dalam hukum 
positif di Indonesia.  
Bahwasannya dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak 
yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah 
merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam 
proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR), 
Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan 
dan Sumpah. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang 
satu dengan yang lainnya misalnya Akta Otentik, Pengakuan dan Sumpah 
bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktian 
dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim. 
Kobis, Fernando (2017) Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara 
Perdata, Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata 
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dan bagaimana kekuatan pembuktian surat. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa bukti surat memegang peranan penting 
dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban 
para pihak sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara 
para pihak yang bersangkutan. Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat 
(1) KUH Perdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan 
perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPerdata, ialah yang diatur 
dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat 
dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan 
bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya ecommerce, dan lain sebagainya. 
Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUH Perdata ditempatkan 
pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam 
pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah 
menjadi bukti.  
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian hukum tentang 
pembuktian alat bukti dalam perkara perdata sudah banyak dilakukan oleh para 
peneliti terdahulu. Namun kajian terkait alat bukti tertulis dalam bentuk fotokopi 
jarang dilakukan oleh peneliti terdahulu, oleh karena itu penelitian ini dirasa perlu 
untuk meneliti lebih lanjut tentang kekuatan hukum pembuktian fotokopi surat 
dalam perkara perdata.  
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data 
utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya sesuai 
dengan permasalahan yang dibahas.  
Data utama dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Brebes. 
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan hukum 
pembuktian fotokopi surat atau alat bukti tertulis dalam perkara perdata dan 
mengkaji mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti 
fotokopi surat pada putusan No. 23/Pdt.G/2018/ PN Bbs. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. 
Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau 
pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas 
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan 
hukum.12 
                                               
12 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, 
karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yang terdiri dari bahan 
hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan 
dasar, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum 
sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan 
tertier.  
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap 
peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian 
hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang 
ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif 
maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan 
penerapan dalam prakteknya.  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi 
segala peraturan yang mengatur tentang kekuatan pembuktian dalam perkara 
perdata, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan contoh 
putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis 
bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 
hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian 
hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi 
diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum 
primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan 
studi dokumen. Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 
bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-
informas serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan 
dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan dokumen yaitu dengan penelusuran dokumen 
di Pengadilan Negeri Brebes yang dalam hal ini berupa putusan pengadilan.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan 
dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang 
dihadapi. Analisis yang digunakan adalah analisis hukum, yaitu suatu analisis yang 
menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum 
untuk menemukan sebuah preskripsi.  
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan 
data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul 
kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya 
dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 
kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat 
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khusus. Analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kekuatan hukum 
pembuktian fotokopi surat atau alat bukti tertulis dalam perkara perdata dan 
mengkaji mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti 
fotokopi surat pada putusan No. 23/Pdt.G/2018/ PN Bbs. 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran pokok-pokok isi skrisi, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi 
sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual  
Bab ini berisi konsep materi yang membahas terkait dengan permasalahan 
penelitian, antara lain tinjauan tentang pembuktian dalam perkara perdata, 
tinjauan tentang hukum acara perdata, alat bukti surat dalam perkara 
perdata, dan fotokopi. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
kekuatan hukum pembuktian fotokopi surat dalam perkara perdata dan 
dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi 
surat pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
Bab IV Penutup  
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Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan 
dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan 





A. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Perkara Perdata  
1. Pengertian Pembuktian  
Pembuktian perkara perdata sangat penting sehingga penilaian hakim 
terhadap alat bukti, berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat 
bukti yang diajukan. Hukum pembuktian perkara perdata adalah bagian penting dari 
hukum acara perdata. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum 
yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) 
sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai 
pelaksanaan putusan hakim.13 
Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, 
konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang 
mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian 
mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada 
hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan menurut Subekti, hukum 
pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang 
dikemukakan dalam suatu persengketaan.14 
Tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahap 
terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan 
                                               
13  Asikin, Zainal, Op Cit., hlm. 1. 
14  Krisnawati, I.G.A. A. Ari, Pembuktian Perkara Perdata, Diktat Kuliah, Bali: Bagian Hukum 
Acara Perdata UNUD, 2015, hlm. 3-4 
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hukum tertentu, atau adanya suatu hak yang menjadi dasar penggugat untuk 
mengajukan gugatan ke pengadilan. Bukan hanya penggugat, tetapi tergugat juga 
pada tahap pembuktian dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil 
yang diajukan penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti 
inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam 
menyelesaikan suatu perkara.  
Membuktikan suatu peristiwa atau yang berhubungan dengan hukum 
tertentu mengandung beberapa pengertian, yaitu: 
a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, 
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan adanya bukti lawan. 
b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan 
kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai 
tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 
1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif 
(conviction intime). 
2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal (conviction raisonee).  
3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain 
berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim pemeriksa perkara 
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.15 
Pembuktian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara 
untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa 
yang didalilkan dalam suatu gugatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
                                               




pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para 
pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, tujuannya untuk 
memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, 
sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. 
Di Indonesia sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata masih 
menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, 
sedangkan dalam Herzine Indonesische Reglement (HIR) berlaku bagi golongan 
Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 sampai dengan 
Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 sampai dengan Pasal 177, dan dalam 
Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera 
untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 sampai dengan Pasal 
314. 
2. Asas-Asas Hukum Pembuktian 
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang 
berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-
asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan 
lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. 
Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.16  
Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah 
bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam 
                                               
16  Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: Alumni, 
2013, hlm. 44. 
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undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman 
saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, 
mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim 
berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua 
kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.17 Asas-asas 
dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut: 
a. Asas ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku 
juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak 
harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui 
dan diterapkan oleh hakim. 
b. Asas audi et altera partem. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang 
bersengketa harus diperlakukan sama (equal justice under law). Kedudukan 
prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim 
harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak 
secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak 
haruslah sama. 
c. Asas actor sequitur forum rei. Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana 
tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas presumption of 
innocence yang dikenal dalam hukum pidana. 
 
d. Asas affirmandi incumbit probation. Asas ini mengandung arti bahwa siapa 
yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya. 
                                               
17  Ibid., hlm. 44. 
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e. Asas acta publica probant sese ipsa. Asas ini berkaitan dengan pembuktian 
suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta 
otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau 
dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban 
pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta 
tersebut.18 
f. Asas testimonium de auditu. Merupakan asas dalam pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh 
dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan 
mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian 
berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang 
diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan 
alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan 
yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, 
yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti. 
g. Asas unus testis nullus testis. Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa 
satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu 
peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa 
keterangan seorang saksi  saja  tanpa  alat  bukti  lainnya  tidak dapat  dianggap  
sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti 
saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai 
                                               
18  Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 153. 
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pembuktian”. Mengenai asas testimonium de auditu dan asas unus testis nullus 
testis akan dibahas lebih lanjut pada bagian alat bukti saksi di bawah ini. 
3. Teori Beban Pembuktian  
Pembagian beban pembuktian, harus seimbang, tidak berat sebelah. 
Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu 
pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. 
Hal-hal yang sulit dibuktikan adalah beban yang bersifat negatif seperti tidak 
membayar, tidak menerima barang. Alangkah baiknya pihak lawan yang 
membuktikan adanya peristiwa jual beli atau penyerahan barang. 
Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang 
mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, 
sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara 
tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.19 
Kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang 
mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila 
tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk 
membuktikan dalil bantahannya,  dalam  hal  ini  kesempatan untuk  membuktikan  
dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat. Seperti yang diatur 
dalam Pasal 1865 KUH Perdata: “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas 
mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; 
                                               
19  Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 55. 
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sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak 
orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” 
Membicarakan tentang penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam 
hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama dengan yang diatur dalam hukum 
acara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP, 
pada asasnya mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukanya.20 
Sedangkan, di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian 
keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan 
hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 
HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa ”Barang siapa 
menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk 
meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus 
membuktikannya.” Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya.  
Kebenaran dalam hukum acara perdata yang harus dicari oleh hakim adalah 
kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang 
diajukan oleh pihak-pihak yang beperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat 
(3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak 
dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut.21 
                                               
20  Wahyudi, Johan, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan, 
Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012, hlm. 122. 
21  Fakhriah, Efa Laela, Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata 
Secara Litigasi. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuk 
tian.pdf., dikutip pada 20 September 2019. 
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Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 
1865 KUHPerdata tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun 
tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut 
bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat 
untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang 
diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu 
beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh 
penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, 
demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran 
peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak 
bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, 
sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus 
dikalahkan.22 
Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena 
kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa notoir (notoir feiten, 
noticeable facts). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus 
yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan keluar malam, tak 
seorangpun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan.23 Teori-teori yang 
berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, 
yaitu: 
                                               
22  Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Op Cit., hlm. 114. 
23  Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000, hlm. 116. 
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a. Teori Hukum Subyektif. Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata 
selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang 
mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam 
hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban 
membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan 
hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa 
(syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat 
menghalang-halangi dan bersifat membatalkan. 
b. Teori Hukum Obyektif. Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan 
kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum 
objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya 
menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, 
hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh 
hukum objektif ada.  
c. Teori Hukum Publik. Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di 
dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi 
wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada 
kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan 
dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana. 
d. Teori Hukum Acara. Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di 
muka hakim (audi et alteram partem), merupakan pembagian beban pembuktian 
menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan 
kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan 
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untuk menang bagi para pihak harus sama. Jadi, hakim harus membebani para 
pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.24 
Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR 
dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian 
perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya 
dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari 
HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja apabila 
diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu 
peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata dan pelaksanaan ini 
hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti.25 
Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas 
dari Buku keempat KUH Perdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan 
Daluwarsa. Selain KUH Perdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia 
juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staatblaad 1941, Nomor 44 
(RIB) dan di dalam Regelement Buiten Gewesten (RBG) atau Reglemen  
Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan 
Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. 
Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum 
acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil 
dari hukum acara perdata.26 
                                               
24  Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 135-136. 
25  Projodikoro, Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1992, 
hlm. 107. 




4. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti 
Alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan 
penilaian, dalam hal ini yang berwenang melakukan penilaian adalah Hakim. Pada 
umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas 
untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat 
mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga 
Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang 
mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. 
Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi 
kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya 
keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya 
diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau 
tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.27 Pada saat menilai alat bukti, 
hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini 
terdapat dua teori, yaitu: 
a. Teori Pembuktian Bebas. Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan 
para pihak beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-
Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.  
b. Teori Pembuktian Terikat. Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan 
oleh para pihak yang beperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan 
alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi 
menjadi: 
                                               
27  Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung: Alumni, 
2013, hlm. 40. 
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1) Teori Pembuktian Negatif. Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang 
dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu. 
2) Teori Pembuktian Positif. Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang 
dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu. 
3) Teori Pembuktian Gabungan. Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil 
pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula 
mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.28 
Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang 
berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan 
menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta 
dapat dibedakan menjadi: 
a. Kekuatan pembuktian luar. Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus 
dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya  pada  akta  tersebut  melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata  
memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum 
bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai 
pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya. 
b. Kekuatan pembuktian formil. Berdasarkan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa 
segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan 
disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala 
keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar 
                                               
28  Ibid., hlm. 53. 
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sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. 
Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas 
pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang 
menandatanganinya tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan 
pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga 
tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat 
lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim. 
c. Kekuatan pembuktian materil. Mengenai kekuatan pembuktian materil akta 
otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum 
di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan 
pokok akta otentik.29 
B. Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata  
1. Pengertian Hukum Acara Perdata  
Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya 
“Hukum Acara Perdata Indonesia” dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur 
mengenai cara untuk mengajukan hak, memeriksa, memutus perkara hingga 
pelaksanaan putusan tersebut. Tuntutan hak yang dimaksudkan di sini adalah 
tindakan yang bertujuan mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan 
oleh pengadilan.30 Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio, dan Iskandar 
Oeripkartawinata mendefinisikan hukum acara perdata sebagai berikut : 
“Keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 
                                               
29  Harahap, M. Yahya, Op Cit. hlm. 152. 
30 Mertokusumo, Sudikno (II), Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 
2009, hlm. 2. 
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melaksanakan hak–hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam 
hukum perdata materiil”.31 
Berdasarkan beberapa buah definisi di atas maka hukum acara perdata dapat 
juga disebut sistem perdata formil. Artinya, adalah sebuah perangkat yang teratur 
dan memiliki kaitan satu sama lain (dari tahapan pengajuan gugatan sampai 
putusan) yang bertujuan menegakkan perdata materil melalui proses peradilan.  
2. Sumber Hukum Acara Perdata 
Sumber hukum acara perdata terdiri atas kebiasaan, peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, ajaran atau doctrin dan traktat. Dari beberapa sumber 
terebut yang dirasa sangat berperan yaitu peraturan perundang-undangan dan 
yurisprudensi.32 Untuk menjalankan hukum acara perdata menurut Undang-Undang 
Darurat No. 1 Tahun 1951 terbagi menjadi 3 (tiga) aturan pokok, yaitu HIR 
(HetHerziene Indonesisch Reglement) dijadikan pedoman penegakan hukum acara 
perdata di Pulau Jawa dan Madura, RBg (Rechsreglement Buitengwestern)  
dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata di luar Pulau Jawa serta 
Madura, lain halnya dengan Rv (Reglement op de Burgeriljke rechtsvordering) 
dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa.  
Menurut Supomo dengan dihapuskannya Raad Justitie dan 
Hooggerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga denngan demikian 
hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku.33 Disamping sumber hukum utama 
                                               
31 Sasangka, Hari & Rifa’i, Ahmad, Perbandingan HIR dan RBG, Bandung: MandarMaju, 
2005, hlm. 2. 
32 Ibid., hlm. 2. 
33 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 7. 
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tersebut, yang merupakan sumber hukum acara perdata, antara lain Undang-Undang 
No. 20 Tahun 1947 tentang Banding, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 
5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan lain-lain.  
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
Asas-asas hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia adalah 
sebagai berikut:  
a. Asas hakim bersifat menunggu. Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk 
mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan 
yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila 
tuntutan tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim 
yang mengadili perkara yang bersangkutan (nemo judex sine actore). Hakim 
dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu 
gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan 
diajukan atau tidak.34  
b. Asas hakim pasif (lijdelijkheid van rehcter). Hakim di dalam memeriksa perkara 
perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa 
yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para 
pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para 
                                               
34 Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: 
Djambatan, 2002, hlm. 17. 
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pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim harus aktif dalam 
memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah 
pihak dalam mencari kebenaran.35 Asas hakim pasif memberikan batasan 
kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau 
para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya 
mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang 
mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 
178 ayat (2) dan ayat (3) HIR).36  
c. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum (openbaarheid van Rechtcspraak). 
Sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap 
pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak 
dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut 
hukum.37 Kecuali ada alasan penting atau karena ketentuan Undang-undang, 
hakim memerintahkan supaya sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Perkara 
semacam ini biasanya berhubungan dengan soal kesusilaan atau hal yang tidak 
patut didengar oleh umum, sehingga apabila umum dapat mendengar pihak yang 
bersangkutan segan atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya secara terus 
terang.38 Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi 
manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas 
                                               
35 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 12. 
36 Mulyadi, Lilik), Op Cit., hlm. 18. 
37 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 13. 




peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak 
memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.39  
d. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (horen van beide partijen). 
Setiap pihak-pihak yang berperkara harus didengar atau diperlakukan sama serta 
diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Hal ini 
berarti dalam pengajuan alat bukti baik berupa surat, saksi, persangkaan, 
pengakuan dan sumpah harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh 
kedua belah pihak yang bersengketa.40 Hakim tidak boleh memihak apabila 
perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam 
pemeriksaan tersebut hakim betul-betul harus bersikap bebas tidak memihak. 
Dalam sidang itu hakim akan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan 
pembuktiannya masing-masing sehingga hakim dapat menentukan segala 
sesuatunya guna penyelesaian perkara secara adil.41  
e. Asas putusan harus disertai alasan. Alasan-alasan atau argumentasi itu 
dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab hakim dari pada putusannya 
terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, 
sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-
alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim 
tertentu yang menjatuhkannya.42  
f. Beracara dikenakan biaya. Biaya perkara dalam acara perdata meliputi biaya 
kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuaan para pihak, biaya materai dan 
                                               
39 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 14. 
40 Ibid., hlm. 14-15. 
41 Muhammad, Abdulkadir, Op Cit, hlm. 26. 
42 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 15. 
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biaya pengacara jika menggunakan pengacara. Sedangkan bagi mereka yang 
tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara 
cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu 
yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg).43  
g. Tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk 
mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi 
secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, jika para 
pihak menginginkan diwakili oleh kuasa atau pengacara dalam hukum acara 
perdata dibolehkan. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa 
yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada 
seorang kuasa.44  
 
C. Alat Bukti Surat dalam Perkara Perdata  
Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, 
karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus 
perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak beperkara yang 
digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak 
yang beperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan 
hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang 
                                               
43 Ibid., hlm. 17. 
44 Ibid., hlm. 18. 
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memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim 
untuk memutus perkara.45 
Ahli hukum Subekti berpendapat bahwa bukti adalah sesuatu untuk 
meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, 
upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil 
suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah 
dan lain-lain.46 Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi 
Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan 
alat bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau 
dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang 
diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana 
dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, 
keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan 
dan sumpah.47  
Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti 
bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-
alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan 1866 KUH Perdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 
RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran 
terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat 
                                               
45 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25. 
46 Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 17. 
47 Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 99. 
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(descente) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli 
(expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. 
Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, adalah 
informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam 
suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul A 
Textbook of Jurisprudence, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo 
menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. 
Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang 
dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat 
atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa 
barang selain dokumen.48 
Pakar lainnya, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan 
tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu: 
1. Real Evidence. Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis 
menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat 
digunakan sebagai sebuah bukti nyata. 
2. Hearsay Evidence. Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh 
komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang 
kedalam komputer. 
3. Derived Evidence. merupakan kombinasi antara real evidence dan hearsay 
evidence.49 
                                               
48 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 120. 
49 Chissick, Michael & Kelman, Alistair, Electronic Commerce Law And Practice New York: 
Sweet&Maxwell), 1999, hlm. 326. 
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Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian 
menjadi: 
1. Oral Evidence 
a.  perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah); 
b.  pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa). 
2. Documentary Evidence 
a.  perdata (surat dan persangkaan); 
b.  pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang 
yang merupakan hasil tindak pidana). 
3. Electronic Evidence 
a. pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik; 
b.  konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara common law; 
Electronic Evidence pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi 
memperluas cakupan alat bukti documentary evidence.50 
Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 
KUHPerdata, adalah sebagai berikut: 
 
1. Bukti dengan tulisan; 
2. Bukti dengan saksi; 
3. Bukti dengan persangkaan; 
4. Bukti dengan Pengakuan; 
5. Bukti dengan Sumpah.51 
                                               
50 Haris, Freddy, Cybercrime Dari Perspektif Akademis, 2008, www.gipi.or.id.. 
51 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, 
Cetakan Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 133. 
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Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti 
dalam perkara perdata adalah sebagai berikut: 
1. Bukti dengan tulisan; 
2. Bukti dengan saksi; 
3. Bukti dengan persangkaan; 
4. Bukti dengan sumpah. 
Pada pembahasan penelitian ini alat bukti perdata akan difokuskan pada alat 
bukti tulisan atau surat. Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti tulisan atau 
surat. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial 
dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.52 Menurut Sudikono 
Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah “Segala sesuatu yang 
memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau 
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. 
Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat 
tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam 
pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.53 Alat bukti surat dalam praktik 
lazim juga disebut dengan istilah “alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut 
dengan akta. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165-176 HIR, Pasal 285-
305 RBg, Pasal 1867-1894 KUHPerdata, Pasal 138-147 Rv, serta Ordonansi 1867 
Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada 
                                               
52 Momuat, Octavianus M., Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di 
Pengadilan. Jurnal Lex Privatum, Vol. II, No. 1, Jan-Mar 2014. hlm. 138. 
53 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 141. 
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tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan 
dengan mereka. 
Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Akta Otentik 
Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang 
menentukan: “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk itu ditempat akta dibuat.” Bandingkan dengan pengertian yang terdapat 
dalam Pasal 286 RBg/165 HIR. Akta Otentik yaitu: “suatu surat yang dibuat 
menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang 
berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua 
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari 
padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang 
tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut 
kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok 
yang disebutkan dalam akta tersebut”.  
Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera 
pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik 
yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga 
merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.54 
                                               




Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta 
ambtelijk dan akta partai. Akta ambtelijk adalah akta otentik yang dibuat oleh 
pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, dimana dia menerangkan apa 
yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Contoh: akta catatan sipil, akta protes 
pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri. Akta partai 
adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang 
dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan 
mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan 
mereka. Contohnya: akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan terbatas.55 
2. Akta Bawah Tangan 
Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg, akta bawah tangan: 
a. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan; 
b. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang 
(pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak; 
c. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di 




3) surat-surat urusan rumah tangga; 
4) lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum. 
                                               
55 Ibid., hlm. 132. 
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d. Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh 
paling sedikit dua pihak.56 
Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik 
disebut akta bawah tangan, dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat 
oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan.57 
3. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak 
Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata, Pasal 
291 RBg yang menentukan: “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk 
membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai 
dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si 
penandatangan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis 
dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut 
jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, 
maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat 
diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.” 
Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, Akta 
Pengakuan Sepihak merupakan: 
a. Perikatan Utang Sepihak. Sering juga disebut pengakuan utang di bawah 
tangan untuk membedakannya dengan grosse akta pengakuan utang yang 
dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Meskipun aktanya dibuat sepihak oleh 
debitur, Pasal 1878 KUHPerdata mengakuinya sebagai perikatan. Oleh 
                                               
56 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 589-590. 
57 Subekti, Op Cit.., hlm. 26. 
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karena itu, terhadapnya berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama 
yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran utang yang 
disebut dalam akta. 
b. Bentuk Aktanya Bawah Tangan. Mengenai bentuk aktanya adalah di bawah 
tangan. Jadi, Akta Pengakuan Sepihak termasuk rumpun Akta Bawah 
Tangan. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari debitur 
tentang utangnya kepada kreditur. Bentuk Akta Pengakuan Sepihak sebagai 
Akta Bawah Tangan berbeda dengan grosse akta pengakuan utang 
(acknowledgement of indebtedness) yang mesti berbentuk Akta Notaris, 
yang diberi judul titel eksekutorial, berupa kalimat Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap bentuk ini dapat 
dilaksanakan eksekusi serta merta atau parate eksekusi berdasar Pasal 224 
HIR, tanpa melalui proses peradilan biasa. Jika ingin Akta Pengakuan 
Sepihak yang disebut dalam pasal ini sama kualitasnya dengan grosse akta, 
cukup membuat bentuknya dengan Akta Notaris dengan jalan 
mencantumkan titel eksekutorial padanya.  
c. Berisi Pengakuan Hutang. Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa pengakuan 
utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar sesuatu oleh 
penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu sebabnya Akta 
Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di bawah tangan atau 
surat perjanjian utang di bawah tangan secara sepihak yakni dari pihak 
debitur sebagai penanda tangan akta, dengan ketentuan: 
1) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausula; 
2) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran. 
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d. Objek Pengakuan Hutang. Berdasar Pasal 1878 KUHPerdata, objek 
pengakuan utang secara sepihak: 
1) Dapat bentuk utang tunai, atau 
2) Barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat 
ditentukan harganya. 
e. Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak. Dalam praktik, 
kuitansi (kwitantie) pada hakikat yuridisnya merupakan bukti pembayaran 
atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan dan dikategorikan juga 
sebagai akta pengakuan utang, sehingga harus mendapat perlakuan yang 
sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 
dikatakan, kuitansi dianggap sebagai akta bawah tangan yang bersifat 
sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 
KUHPerdata).  
f. Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan. Akta Pengakuan Sepihak 
dapat juga diterapkan sebagai tambahan atas perjanjian pokok. Misalnya, 
pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Lantas pada saat 
perjanjian berlangsung, debitur melakukan pelanggaran yang dapat dihukum 
denda. Maka untuk pemenuhan pembayaran denda tersebut, dapat 
dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak sebagai perjanjian tambahan 
atas perjanjian pokok, berisi pernyataan sepihak dari debitur akan membayar 
denda sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu.58 
4. Surat Biasa 
                                               
58 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 608-609. 
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Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat 
bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di 
persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) saja. Contohnya surat cinta, 
surat korenpendensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya. Contoh 
konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan 
tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 073/PN 
Mtr/Pdt/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT 
NTB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 
K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986.59 
D. Fotokopi 
Fotokopi adalah suatu hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap 
barang cetakan (tulisan), sedangkan memfotokopi adalah membuat reproduksi 
dengan mesin fotokopi.60 Mesin fotokopi sendiri baru ada pada tahun 1938, 
diciptakan oleh Chester Flood Carlson, dan dipatenkan pada 6 Oktober 1942.61 
Sehingga dapat dikatakan bahwa fotokopi merupakan penggandaan suatu surat yang 
mana penggandaan tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin fotokopi.  
Praktek pemeriksaan di Pengadilan Negeri, seringkali alat bukti tulisan yang 
diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi hanya fotokopi yang telah dilegalisasi oleh 
panitera pengadilan, dan dengan menunjukan tulisan aslinya di muka persidangan. 
Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan perkembangan zaman 
                                               
59 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, 
Teknik Membuat dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 109. 
60 Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 321. 




dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin fotokopi, agaknya tidak ada 
keberatan asalkan saja fotokopi yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-betul 
sesuai dengan aslinya. Akan tetapi, ada kalanya surat aslinya tidak ada atau hilang 
dan para pihak hanya memiliki fotokopi surat yang ia butuhkan guna membuktikan 
dalilnya, sehingga para pihak hanya dapat mengajukan fotokopi surat tersebut ke 
dalam persidangan. Sehingga muncul pertanyaan apakah fotokopi surat dapat 
diterima dalam perkara perdata dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.  
Menurut Teguh Samudera, suatu salinan, fotokopi, dan kutipan dapat 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian sepanjang kutipan, salinan, atau fotokopi itu 
sesuai dengan aslinya.62 Jadi pengajuan fotokopi surat dengan syarat fotokopi 
tersebut telah dilegalisasi oleh panitera pengadilan dan dengan menunjukan surat 
aslinya di persidangan untuk mencocokan fotokopi surat tersebut dengan surat 
aslinya. 
Menurut Yahya Harahap salinan dengan fotokopi hampir tidak ada bedanya. 
Perbedaan pokok hanya terletak pada instrumen yang dipergunakan. Salinan 
menggunakan peralatan konvensional secara manual sedangkan fotokopi 
menggunakan  sistem  dan  peralatan elektronik  yang  canggih.  Ditinjau  dari segi  
pendekataan persamaan atau persesuaian, hasil fotokopi jauh lebih tinggi kualitas 
identiknya dan orisinalitasnya dibandingkan dengan salinan melalui sistem dan cara 
konvensional yang manual maupun dengan salinan tulis tangan. Akan tetapi 
kekuatan pembuktian salinan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fotokopi 
karena mengenai salinan diatur dalam undang-undang sedangkan fotokopi tidak. 
                                               
62 Samudera, Op Cit., hlm. 57. 
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Mengenai salinan terdapat dalam Pasal 1889 KUHPerdata atau 302 Rbg, yang 
mempersamakan salinan dengan aslinya, sehingga nilai kekuatan pembuktian yang 
melekat pada salinan pertama (grosse pertama) sama dengan nilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada aslinya. Sedangkan ketentuan yang membicarakan 
sejauh mana kesamaan maupun keidentikan fotokopi dengan surat aslinya belum 
ada.63 
Pada prakteknya, para pihak yang berperkara yang mengajukan bukti surat 
akan mengajukan fotokopi suratnya yang kemudian fotokopi tersebut dicocokkan 
dengan surat aslinya. Apabila telah dinyatakan cocok atau sesuai dengan aslinya, 
fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat aslinya. 
Sebelum dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti surat yang diajukan ke 
Persidangan harus telah memenuhi pajak berupa bea meterai, yang dilakukan 
dengan pemeteraian kemudian atau disebut juga nazegeling (Pasal 2 ayat (3) 
Undang-Undang No 13 Tahun 1985). Pasal 1 Kepmenkeu No. 476/Kmk.03/2002 
berbunyi “Pemeteraian kemudian dilakukan atas:  
1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan 
sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.  
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana 
mestinya.  
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.”  
Pemeteraian kemudian tersebut dilakukan dengan menggunakan meterai 
tempel atau Surat Setoran Pajak (Pasal 2 ayat (2) Kepmenkeu No. 476/Kmk.03/ 
                                               
63 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 622. 
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2002). Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003 tentang Tata 
Cara Pemeteraian Kemudian, pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai 
tempel dilakukan terhadap dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun 
akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan sedangkan 
pemeteraian kemudian yang dilakukan dengan Surat Setoran Pajak dilakukan 
terhadap dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana 
mestinya dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.  
Pemegang dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun 
dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, 
harus membawa dokumen tersebut kepada Pejabat Pos pada Kantor Pos terdekat 
untuk dilakukan pemeteraian kemudian. Pelunasan bea meterai dilakukan dengan 
menempelkan Meterai Tempel pada dokumen yang kemudian disahkan oleh Pejabat 
Pos di Kantor Pos terdekat (Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (2) 
Kepmen Keuangan No. 476/Kmk.03/2002 jo. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Dirjen 
Pajak No. KEP-02/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian). Pada 
pelunasan bea meterai dengan meterai tempel, dokumen yang dibawa adalah 
dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. Baik Kepmen Keuangan No. 
476/Kmk.03/2002 maupun Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003, tidak 
mewajibkan untuk membawa dokumen aslinya untuk dicocokkan dengan surat 
aslinya.  
Besarnya bea meterai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang 
terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian 
dilakukan (Pasal 3 huruf a Kepmen Keuangan No. 476/Kmk.03/2002), yaitu sebesar 
Rp 6.000,- (Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Meterai). 
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Dokumen yang telah dimeteraikan kemudian dicap "Telah Dimeteraikan Kemudian 
sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos 
disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pejabat Pos yang 
bersangkutan (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003tentang 
Tata Cara Pemeteraian Kemudian).  
Setelah dimeteraikan kemudian, fotokopi yang diajukan harus dicocokkan 
dengan surat aslinya. Pencocokkan fotokopi terhadap surat aslinya dilakukan di 
bagian Panitera Muda Hukum. Pihak yang mengajukan bukti surat harus membawa 
surat asli dan fotokopi surat yang akan dijadikan bukti di persidangan ke bagian 
Panitera Muda Hukum yang membawahi bidang leges sesuai asli. Staf tersebut 
melihat keaslian surat tersebut dengan cara melihat adanya tanda tangan basah 
dan/atau cap basah pada surat asli tersebut, namun yang terpenting yang dilihat 
adalah ada atau tidaknya tanda tangan basah pada surat asli tersebut. Apabila surat 
tersebut asli, kemudian fotokopi surat tersebut akan dicocokkan dengan surat 
aslinya. Jika ternyata fotokopi suratnya telah cocok dengan surat aslinya, akan 
dibubuhkan cap “Sesuai Dengan Asli”. Setiap bukti yang dileges, dikenakan PNBP 
(Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 
Pada lampiran PP No. 53 Tahun 2008, butir E nomor 17 disebutkan bahwa hak 




Apabila fotokopi surat tersebut tidak ada surat aslinya, fotokopi tersebut 
tidak akan dibubuhkan cap “Sesuai Dengan Asli”. Fotokopi surat tersebut tetap 
diajukan ke persidangan. Di persidangan, pada tahap pembuktian, Majelis Hakim 
akan meminta para pihak untuk menunjukan surat asli terhadap bukti fotokopi yang 
belum diberikan cap “Sesuai Dengan Asli.” Fotokopi yang telah dicocokkan dengan 
surat aslinya akan ditulis “SDA” yang maksudnya adalah Sesuai Dengan Asli, di 
bagian pojok kanan atas. Jika para pihak tidak dapat menunjukan surat asli dari 
fotokopi tersebut, di pojok kanan atas fotokopi surat tersebut dituliskan “Copy”. Hal 
tersebut kemudian dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan. Terhadap 
fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, menjadi kewenangan Hakim 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Hukum Pembuktian Fotokopi Surat dalam Perkara Perdata 
Alat bukti surat yang digunakan penggugat dalam tuntutannya tentu saja 
memiliki kekuatan yuridis. Kekuatan pembuktian bukti surat tersebut ada pada 
aslinya, untuk itu setiap salinan atau fotokopi yang dimajukan ke persidangan harus 
dapat dicocokkan dengan aslinya. Belum ada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengakomodir penilaian terhadap fotokopi.  
1. Kekuatan pembuktian fotokopi yang dicocokkan dengan surat aslinya  
Menurut Yurisprudensi, bukti berupa fotokopi surat tidak dapat diterima 
apabila fotokopi surat tersebut tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara 
sah tidak dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Hal ini terdapat dalam Putusan 
Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. Menurut 
pertimbangan hakim karena judex factie mendasarkan keputusannya atas surat-
surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai 
dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara 
substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex factie 
sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak 
sah.  
Berdasarkan Putusan ini dalam mengajukan fotokopi surat sebagai alat 
bukti di dalam persidangan, fotokopi surat tersebut harus dinyatakan telah sesuai 
dengan aslinya. Bila tidak, bukti fotokopi surat tersebut, merupakan alat bukti 
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yang tidak sah di dalam persidangan.64 Dengan demikian alat bukti tertulis atau 
surat yang diajukan ke persidangan hanya berupa fotokopinya saja tidak menjadi 
soal, asalkan fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dengan 
cara menunjukan aslinya di persidangan. 
Jadi, bukti fotokopi surat dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut 
telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah 
sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, apabila fotokopi surat tersebut 
merupakan fotokopi sebuah akta otentik, maka setelah dicocokkan dengan 
aslinya fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang 
sempurna dan mengikat.  
Apabila fotokopi tersebut merupakan fotokopi sebuah akta di bawah 
tangan, maka setelah dicocokkan dengan aslinya fotokopi tersebut memiliki 
kekuatan pembuktian yang sama dengan sebuah akta di bawah tangan, kekuatan 
pembuktian fotokopi akta di bawah tangan tersebut tergantung pada apakah 
pihak lawan mengakui atau memungkiri tanda tangan yang tertera pada fotokopi 
akta di bawah tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diakui oleh pihak 
lawan, maka kekuatan pembuktian fotokopi akta di bawah tangan tersebut 
mengikat dan sempurna, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. 
Apabila bukti fotokopi surat yang diajukan berupa surat bukan akta yang telah 
dicocokkan aslinya, fotokopi surat bukan akta tersebut sah sebagai alat bukti 
surat dan memiliki kekuatan pembuktian bebas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
fotokopi surat dapat diterima jika telah dicocokkan dengan surat aslinya atau 
                                               
64 Soeroso, R., Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, Rbg., dan Yurisprudensi, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 118. 
  
51 
oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sesuai dengan aslinya, kekuatan 
pembuktian fotokopi surat tersebut sama seperti surat aslinya.  
Pada kasus perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, antara Karisah 
sebagai Penggugat lawan Tasli sebagai Tergugat I dan Makripin sebagai 
Tergugat II. Penggugat telah mengajukan gugatan bahwa Tergugat I dan 
Tergugat II adalah sepasang suami istri, dimana Penggugat telah meminjamkan 
sejumlah uang kepada Tergugat I secara bertahap dengan total keseluruhan 
sejumlah Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah). 
Penggugat menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti berupa bukti 
fotokopi yang dicocokkan dengan surat aslinya, yaitu fotokopy kwitansi 
tertanggal 18 Mei 2018 Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-4). Fotokopi surat 
tersebut menurut penulis sudah merupakan fotokopi sebuah kuitansi 
digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak. Dalam praktik, kuitansi (kwitantie) 
pada hakikat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan 
uang maupun tanda pelunasan dan dikategorikan juga sebagai akta pengakuan 
utang, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini 
ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi 
dianggap sebagai akta bawah tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada 
ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 KUHPerdata), maka setelah 
dicocokkan dengan aslinya fotokopi akta di bawah tangan tersebut memiliki 




2. Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dicocokkan dengan Surat 
Aslinya tetapi Didukung dengan Alat Bukti Lain  
Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila fotokopi surat yang tidak 
dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan 
dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam 
persidangan. Hal tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 
K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Dalam perkara tersebut fotokopi suatu 
surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk 
digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut:  
a. Tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya “atau” 
b. Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.  
Majelis Hakim berpendapat, dalam keadaan yang demikian ini, maka 
fotokopi surat tersebut menurut Hukum Pembuktian Acara Perdata tidak dapat 
digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan.65 
Penggunaan kata “atau” dalam putusan tersebut menerangkan bahwa adanya 2 
(dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh para pihak yang 
berperkara dapat diterima, yaitu:  
a. Mencocokan fotokopi surat tersebut dengan surat aslinya, atau  
b. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.  
Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 
K/Pdt/1996, dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di 
persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan, yang tidak dapat 
                                               
65 Boediarto, M. Ali. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara 
Perdata: Masa Setengah Abad. Jakarta: Swara Justisia, 2005, hlm. 152-153. 
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dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan 
alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima di dalam 
perkara Perdata. Sebaliknya, jika fotokopi surat tersebut dapat dicocokkan 
dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, fotokopi surat tersebut 
dapat diterima.  
Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 yang 
memungkinkan diterimanya fotokopi surat dalam perkara perdata apabila 
dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, dalam Putusan 
Mahkamah Agung No. 410 K/pdt/2004 tanggal 25 April 2005 fotokopi surat 
diterima karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak 
lawan. Dalam perkara mengenai sengketa Rektor melawan Yayasan di 
Universitas Trisakti ini, hakim memberikan pertimbangan bahwa suatu surat 
berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh 
salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat 
diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun oleh karena fotokopi surat 
tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (in casu Bukti P1 sama 
dengan Bukti T4 dan Bukti P3 sama dengan T8), maka fotokopi surat-surat 
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan.66 
Jadi, dalam perkara ini fotokopi surat tersebut telah dikuatkan dengan 
alat   bukti  pengakuan  pihak  lawan.   Teguh  Samudera   berpendapat  bahwa  
apabila dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan salinan, atau kutipan, 
atau fotokopi sebagai alat bukti terhadap lawannya, pihak lawan dapat 
                                               
66 Boediarto, Op Cit., hlm. 155. 
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menyatakan tanpa membutuhkan penguatan, bahwa bukti yang diperlihatkan itu 
tidak sesuai dengan aslinya. Maka untuk melawannya, pihak yang memajukan 
tadi harus memperlihatkan aslinya. Akan tetapi apabila pihak lawan mengakui 
atau tidak membantah, maka salinan atau kutipan atau fotokopi tersebut 
mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.67 
Apabila berpegang pada pendapat Teguh Samudera tersebut, maka 
terhadap fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya 
namun fotokopi surat tersebut telah diakui oleh pihak lawan atau pihak lawan 
tidak membantahnya, fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian 
sama seperti surat aslinya. Apabila surat yang diajukan tersebut merupakan 
fotokopi suatu akta otentik, maka fotokopi akta otentik tersebut memiliki 
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Apabila surat yang 
diajukan merupakan fotokopi akta dibawah tangan, maka fotokopi akta di bawah 
tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 
apabila diakui oleh pihak lawan, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian 
lahir atau kekuatan pembuktian keluar, akan tetapi jika fotokopi akta di bawah 
tangan tersebut dipungkiri, fotokopi akta dibawah tangan tersebut memiliki 
kekuatan pembuktian yang bebas. Apabila surat yang diajukan tersebut 
merupakan fotokopi surat bukan akta, maka fotokopi surat tersebut memiliki 
kekuatan pembuktian yang bebas.  
Akan tetapi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa fotokopi surat yang 
diajukan ke persidangan, apabila dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, 
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maka fotokopi surat tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian 
yang bebas dalam arti penilaian terhadap alat bukti fotokopi surat tersebut 
diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara. Tentu saja dalam melakukan 
penilaian tersebut, fotokopi surat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dikaitkan 
dengan alat bukti lainnya yang relevan.68 
Sebagai salah satu sumber hukum, pendapat para sarjana (ilmu hukum 
atau doktrin) dapat menjadi hukum dimuat dan dipertahankan dalam putusan 
pengadilan69 dan apabila putusan pengadilan tersebut kemudian diikuti dan 
dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama, 
maka putusan tersebut merupakan yurisprudensi dan merupakan sumber hukum 
dalam arti formal.70 Di Indonesia hakim tidak terikat oleh putusan-putusan 
hakim yang telah ada, akan tetapi praktek pengadilan, sebagaimana praktek 
pengadilan di Negara-negara Eropa, hakim bawahan sangat memperhatikan 
putusan-putusan hakim atasan berhubung pula dengan adanya kemungkinan 
permohonan banding dan kasasi. Berhubung dengan itu, yurisprudensi dari 
hakim atasan merupakan sumber penting untuk menemukan hukum obyektif 
yang harus diselenggarakan oleh para hakim. 
 
Ishaq pun berpendapat bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum 
dalam arti formal. Beliau menyatakan meskipun di Indonesia pada dasarnya 
                                               
68 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, 
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 2010, 
hlm. 40. 
69 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007, 
hlm. 116. 
70 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 106. 
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hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, dalam kondisi dimana suatu masalah 
tidak diatur dalam undang-undang, hakim akan menggunakan yurisprudensi 
sebagai dasar pertimbangan keputusannya, bahkan tidak mustahil hakim akan 
mengikuti keputusan hakim terdahulu jika dianggap sudah tepat dan adil, sedang 
kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama.71 
Sudikno Mertokusumo berpendapat, suatu putusan hakim itu tidak 
berdiri sendiri, tetapi memiliki kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang 
terjadi demikian. Hal tersebut demi tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. 
Kesatuan hukum menurut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa, 
sedangkan kepastian hukum mengharapkan agar perkara yang serupa tidak 
diputus berbeda. Jadi putusan hakim itu bersifat normatif, yang berarti bahwa 
putusan hakim itu tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga 
berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi kemudian.72 
Keterikatan hakim terhadap suatu yurisprudensi, sepanjang 
yurisprudensi bersesuaian atau sejalan dengan kasus hukum yang ditangani, dan 
faktanya memang menyatakan seperti itu, hakim dapat menjadikan 
yurisprudensi tersebut sebagai dasar bagi hakim dalam memutus. Apabila 
dikaitkan dengan yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti 
fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika tidak 
dicocokkan dengan aslinya atau tidak didukung dengan keterangan saksi dan 
alat bukti lainnya, jika kemudian terdapat kasus yang sejalan dengan 
yurisprudensi tersebut, meskipun hakim tidak terikat dengan yurisprudensi 
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tersebut, yurisprudensi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan dasar bagi 
hakim dalam memutus perkara yang serupa. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, pendapat Teguh Samudera yang 
menyatakan bahwa terhadap fotokopi surat yang telah diakui pihak lawan 
memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti aslinya, baru dapat menjadi 
suatu hukum apabila digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan 
penerimaan fotokopi sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Oleh 
karena itu berdasarkan Putusan No. 112 K/Pdt/1996 dan Putusan No. 410 
K/pdt/2004 tanggal 25 April 2005 serta dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Tahun 2010, apabila pihak yang berperkara mengajukan suatu fotokopi 
surat yang kemudian fotokopi tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang 
relevan, baik berupa pengakuan pihak lawan maupun dikuatkan dengan 
kesaksian, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang 
sah dan penilaian terhadap fotokopi surat tersebut sepenuhnya diserahkan 
kepada hakim yang memeriksa perkara.  
Ada kalanya para pihak sudah tidak memiliki lagi surat asli dari bukti 
yang ia ajukan. Jika bukti tersebut hanya berupa fotokopi saja dan tidak dapat 
ditunjukan aslinya, pengadilan tidak serta merta menolak bukti fotokopi 
tersebut. Pertama-tama, sebagaimana alat bukti surat yang lain, bukti fotokopi 
tersebut akan diterima secara formil dengan melakukan pemeteraian kemudian 
(nazegeling). Kemudian dalam tahap pembuktian hakim akan menilai alat bukti 
lain yang diajukan oleh pihak tersebut. Tidak bijaksana jika hakim langsung 
menolak bukti fotokopi tersebut tanpa menilai alat bukti lain.  
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Apabila ternyata alat bukti lain yang diajukan tersebut bersesuaian 
dengan bukti fotokopi tersebut, misalnya bukti fotokopi tersebut diakui pihak 
lawan atau pihak lawan tidak berkeberatan dengan bukti fotokopi tersebut atau 
bukti fotokopi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi atau dapat pula 
didukung dengan alat bukti surat pendukung lainnya, maka bukti fotokopi 
tersebut dapat diterima. Penerimaan bukti fotokopi tersebut guna membuktikan 
peristiwa hukum yang ingin dibuktikan oleh bukti fotokopi tersebut. Jadi bukan 
semata-mata surat fotokopi tersebut sah, tetapi bukti fotokopi tersebut memang 
telah membuktikan bahwa peristiwa hukum yang terdapat dalam substansi 
fotokopi tersebut adalah benar terjadi. 
Penilaian terhadap bukti fotokopi tersebut diserahkan kepada Hakim. 
Meskipun bukti fotokopi surat tersebut merupakan fotokopi akta otentik, bukti 
fotokopi tersebut tidak memberikan kekuatan pembuktian sebagaimana akta 
otentik. Bukti fotokopi akta otentik tersebut memang telah didukung dengan alat 
bukti lain, akan tetapi bukti tersebut tidak otentik lagi. Selain itu, apabila 
undang-undang mengharuskan pembuktian suatu peristiwa hukum dengan akta 
otentik misalnya membuktikan pendirian Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), meskipun 
bukti fotokopi akta otentik, jika tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan tidak 
dikuatkan dengan alat bukti lain, bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima 
karena undang-undang mengharuskan pembuktiannya dengan akta otentik yang 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. 
Apabila terjadi suatu kondisi yang mana para pihak hanya dapat 
mengajukan bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, 
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namun pihak tersebut dan pihak lawan tidak dapat mengajukan alat bukti lain 
atau pembuktian yang diajukan belum cukup, maka dimungkinkan diangkatnya 
sumpah penambah atas perintah hakim atau diizinkannya para pihak melakukan 
sumpah pemutus jika para pihak memaksa untuk melakukannya. Misalnya 
penggugat menyatakan bahwa tergugat telah meminjam uang kepadanya, tetapi 
tergugat membantah. Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat berhutang 
kepadanya dan tergugat juga harus membuktikan bantahannya tersebut. Akan 
tetapi oleh karena membuktikan suatu hal yang negatif itu sulit (tergugat 
membuktikan bahwa ia tidak berhutang kepada penggugat) maka beban 
pembuktian dibebankan kepada penggugat. Jika penggugat ternyata hanya bisa 
mengajukan bukti fotokopi surat perjanjian hutang piutang tersebut tanpa dapat 
dicocokkan dengan surat aslinya dan penggugat tidak memiliki alat bukti lain, 
serta disisi lain para pihak menginginkan (memaksa) agar dilakukan sumpah, 
hakim dapat mengizinkan mereka untuk mengangkat sumpah pemutus. 
Akan tetapi, pengangkatan sumpah tersebut tidak dilakukan atau tidak 
diizinkan jika pihak lawan mengajukan alat bukti yang sah. Misalnya mengenai 
pembuktian kepemilikan tanah. Jika penggugat hanya dapat mengajukan bukti 
fotokopi, misal girik, yang tidak ditunjukan aslinya dan penggugat tidak 
memiliki bukti lain, disisi lain tergugat memiliki bukti yang kuat, misal sertifikat 
hak atas tanah, maka hakim tidak dapat meminta penggugat untuk bersumpah 
(sumpah tambahan) atau mengizinkan diangkatnya sumpah pemutus. Jadi 
tergantung bukti lawan, jika pihak lawan memiliki bukti yang kuat, tidak adil 
jika hakim memerintahkan mengangkat sumpah penambah atau mengizinkan 
mengangkat sumpah pemutus. 
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Kondisi yang mana para pihak hanya dapat mengajukan bukti fotokopi 
surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pihak tersebut tidak 
dapat mengajukan alat bukti lain, hakim juga tidak dapat menarik suatu 
persangkaan hakim terkait hal yang ingin dibuktikan dari fotokopi tersebut 
dikarenakan dalam menarik suatu persangkaan hakim ada ketentuannya, yaitu 
persangkaan itu harus penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain (Pasal 
173 HIR atau Pasal 1922 KUHPerdata). Selain itu persangkaan ditarik dari 
sesuatu hal yang telah jelas atau telah terbukti ke arah yang belum jelas atau 
belum terbukti, sedangkan dalam kondisi ini, belum ada hal yang telah jelas atau 
telah terbukti sehingga tidak dapat ditarik suatu kesimpulan atau persangkaan.  
Pada kasus perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, Penggugat dalam 
menguatkan dalilnya juga mengajukan bukti berupa bukti bahwa Penggugat 
telah meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat I secara bertahap dengan 
total keseluruhan sejumlah Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta 
rupiah). Bukti yang diajukan berupa fotokopi surat yang tidak dicocokkan 
dengan surat aslinya, antara lain: 
a. Foto copy kartu keluarga No. 3329132403140006, Nama Kepala Keluarga 
MAKRIPIN RT. 001 RW. 004 Desa Kemurang Kulon Kec. Tanjung Kab. 
Brebes dikeluarkan tanggal 24-03.2014 (bukti P-1); 
b. Foto copy kwitansi tertanggal 23 Agustus 2017 Penyerahan uang sebesar 




c. Foto copy kwitansi tertanggal 27 Januari 2018 Penyerahan uang sebesar 
Rp.5.500.000,- (lima jutalima ratus ribu rupiah) dari Penggugat kepada 
Tergugat I (bukti P-3); 
d. Fotocopy sertifikat hak milik No. 01335 atas nama Tasli seluas 214 M² 
(bukti P-5). 
Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 tidak ada aslinya, terhadap bukti tersebut 
ternyata kurang didukung dengan keterangan saksi atau dengan alat bukti surat 
pendukung lainnya, maka bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima atau tidak 
dipertimbangkan hakim. Meskipun bukti fotokopi akta otentik yaitu P-1 dan P-
5, karena tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan tidak dikuatkan dengan alat 
bukti lain, bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima karena undang-undang 
mengharuskan pembuktiannya dengan akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat. 
Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 karena tidak ada aslinya, maka majelis 
hakim tidak akan mempertimbangkannya hal ini sesuai dengan pendapat dari 
Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka 
fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan 
aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum 
Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). 
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Pemeriksaan Alat Bukti Fotokopi 
Surat pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs 
Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 
putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 
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kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.73 
Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana 
hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan 
di persidangan yang bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta 
yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar 
dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya 
bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.74 Pada hakikatnya 
pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal: 
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili 
secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang 
terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar 
putusan.75 
                                               
73  Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004, hlm. 140. 
74  Ibid, hlm. 141. 
75  Ibid, hlm. 142. 
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Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 
IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya 
sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 
24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan 
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.76 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 18 menegaskan bahwa: kekuasan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah mahkamah konstitusi.77 
                                               
76  Ibid, hlm. 142. 
77  Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94. 
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Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
(impartial jugde) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena 
dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini 
tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih 
tapatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 4 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang”.78 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 
tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
Pada kasus perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, antara Karisah sebagai 
Penggugat lawan Tasli sebagai Tergugat I dan Makripin sebagai Tergugat II. 
Penggugat telah mengajukan gugatan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah 
                                               
78  Ibid, hlm. 95. 
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sepasang suami istri, dimana Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada 
Tergugat I secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 191.000.000,- 
(seratus sembilan puluh satu juta rupiah). Tergugat I telah lalai (wanprestasi) dalam 
pengembalian uang dimaksud maka adalah patut menurut hukum agar Tergugat I 
dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa uang yang telah diserahkan 
Penggugat kepada Tergugat I sebagai sebagai hutang sebesar Rp.191.000.000,- ( 
seratus sembilan puluh satu juta rupiah).  
Surat-surat berupa kwitansi maupun perjanjian antara Penggugat dengan 
Tergugat I adalah dibuat berdasarkan prosedur yang dibenarkan oleh Undang-
Undang dimana adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak maka patut 
menurut hukum dinyatakan syah dan berkekuatan hukum. Namun di persidangan, 
Penggugat hanya mengajukan beberapa bukti-bukti surat dalam bentuk fotokopi, 
antara lain: 
1. Foto copy kartu keluarga (bukti P-1); 
2. Foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-2); 
3. Foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima jutalima ratus 
ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-3); 
4. Foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-4); 
5. Fotocopy sertifikat hak milik No. 01335 atas nama Tasli (Bukti P-5). 
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai 
dengan aslinya, kecuali bukti P1, P-2, P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi 
tanpa diperlihatkan aslinya. Terhadap bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 karena tidak ada 
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aslinya maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya, hakim berpedoman pada 
Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa 
fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, 
tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata 
(Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). 
Sedangkan bukti P-4 telah telah dicocokan sesuai dengan aslinya dan 
didukung dengan keterangan saksi yaitu saksi Warlipah yang menyatakan bahwa 
saudari Tasli yang mempunyai hutang pada saudari Karisah serta keterangan asksi 
Devi Septiana yang menerangkan bahwa Tasli pinjam uang kepada Karisah namun 
saksi tidak tahu berapa jumlah hutang saudari Tasli pada saudari Karisah. 
Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat 
sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata 
bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan 
dalil pokok dalam gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan 
kewajibannya yaitu pembayaran hutang tergugat. Namun terhadap nilai uang yang 
diajukan oleh Penggugat majelis hakim tidak sependapat tentang nilainya karena 
dari bukti surat yang diajukan yaitu bukti P-4 yaitu foto copy kwitansi tertanggal 18 
Mei 2018 hanya menyatakan bahwa hutang penggugat hanya sejumlah 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Devi Septiana tidak tahu 
jumlahnya dan saksi Warlipah hanya mendengar dari Penggugat tentang jumlahnya 
sehingga bersifat testimonium de auditu. 
Jadi jumlah hutang yang nyata menurut majelis hakim adalah sejumlah 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian dasar hukum 
pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi surat pada Putusan 
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Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam 
Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang 
tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat 
bukti surat menurut Hukum Acara Perdata.  
Berdasarkan analisis putusan tersebut di atas, maka menurut penulis seorang 
hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada 
yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam 
memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 
tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan 
pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 
sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran 
teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di 
mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi 







A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Fotokopi surat atau alat bukti tertulis dalam perkara perdata dapat diterima 
apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh 
seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan fotokopi surat yang tidak 
dicocokan dengan surat aslinya dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka 
bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima. Namun jika kemudian fotokopi 
tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang relevan, baik berupa 
pengakuan pihak lawan atau kesaksian, maka fotokopi surat tersebut dapat 
diterima sebagai alat bukti yang sah dan penilaian terhadap fotokopi surat 
tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara. 
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi surat 
pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs yaitu Yurisprudensi Mahkamah 
Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa fotocopy dari sebuah 
surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat 
dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. 
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin 
pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim 
dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum 
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yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 
tahun 2009 bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat. 
B. Saran  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Di dalam persidangan, apabila para pihak  yang berperkara mengajukan bukti 
fotokopi surat  yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, hakim  
seharusnya  tidak  langsung  menolak  atau  menyampingkan  bukti fotokopi 
surat tersebut. Hakim harus lebih dulu mempertimbangkan alat bukti  lain  yang  
diajukan  oleh  para  pihak.  Apabila  bukti  fotokopi  surat yang  tidak  dapat  
dicocokkan  dengan  surat  aslinya  tersebut  bersesuaian dengan alat bukti lain, 
bukti fotokopi surat tersebut dapat diterima dan memiliki  kekuatan  pembuktian  
bebas  atau  penilaiannya  diserahkan kepada Hakim.  
2. Hakim dalam menemukan hukum diperbolehkan untuk bercermin pada 
yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam 
memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat, hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dasar hakim dalam 
menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil 
penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang 
maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.  
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